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This study focused on the study of the development of regional institutional capacity in realizing tourism based on local potential in Ciamis District, with the formulation of the problem: 1). How is institutional capacity building in realizing local potential-based tourism in Ciamis District? 2). What factors led to the ineffectiveness of regional institutional capacity building in realizing local potential-based tourism in Ciamis District? 3). How is the institutional capacity development strategy effective in realizing local potential based tourism in Ciamis District?
The development of regional institutional capacity is analyzed theoretically which is the basis for carrying out reconstruction or strengthening in the strategy of realizing local potential-based tourism which in the end there is a final conclusion in the form of recommendations for the establishment of the Ciamis District Tourism Development Team (TP2D) to be able to conduct Collaborative Governance.
The research method uses qualitative research methods with a case study approach.
Development of regional institutional capacity in realizing tourism development based on local potential in Ciamis District from the analysis of researchers based on the results of observations and interviews found that the level of the system concerning regulations or policies that support the development of local potential-based tourism is very clearly planned, but at the individual level and Organizational level can be said to be not optimal, it still needs more concrete efforts related to the availability of human resources and limited budget resources as well as realizing partnerships with tourism stakeholders. Then the ineffectiveness of regional institutional capacity development is caused by factors: a). The availability of resources, both human resources and budget resources in supporting the implementation of local potential-based tourism development is very limited. b). Coordination across the service sector and cross-tourism stakeholders carried out by the Tourism Office has not been carried out effectively. c). Communication between organizations, SOP (Standard Operating Procedures), and work structure has not been implemented effectively. d) Disposition or attitude of the implementers related to understanding, capability, commitment and quality of leadership in the implementation of development based on local potential is not optimal. e). The carrying capacity of the social, economic and political environment through the DPRD and other SKPD support is not yet optimal.
An effective strategy in realizing local potential-based tourism in Ciamis District is to use a regional institutional capacity building strategy with strengthening aspects that ultimately focus on the recommendation for the establishment of the Ciamis District Regional Tourism Development Team (TP2D) to conduct Collaborative Governance.






Penelitian ini difokuskan pada kajian mengenai pengembangan kapasitas kelembagaan daerah dalam mewujudkan pariwisata berbasis potensi lokal di Kabupaten Ciamis, dengan rumusan masalah : 1). Bagaimana pengembangan kapasitas kelembagaan dalam mewujudkan pariwisata berbasis potensi lokal di Kabupaten Ciamis? 2). Faktor-faktor apa yang menyebabkan belum efektifnya pengembangan kapasitas kelembagaan daerah dalam mewujudkan pariwisata berbasis potensi lokal di Kabupaten Ciamis? 3). Bagaimana strategi pengembangan kapasitas kelembagaan yang efektif dalam mewujudkan pariwisata berbasis potensi lokal di Kabupaten Ciamis?.
Pengembangan kapasitas kelembagaan daerah dianalisis secara teoritik yang menjadi dasar untuk melakukan rekonstruksi atau penguatan dalam strategi mewujudkan pariwisata berbasis potensi lokal yang pada akhirnya terdapat kesimpulan akhir berupa adanya rekomendasi pembentukan Tim Pengembangan Pariwisata Daerah (TP2D) Kabupaten Ciamis untuk dapat melakukan Collaborative Governance.
Metode penelitian menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. 
Pengembangan kapasitas kelembagaan daerah dalam mewujudkan pengembangan pariwisata berbasis potensi lokal di Kabupaten Ciamis dari analisis peneliti berdasarkan hasil observasi dan wawancara diperoleh bahwa level sistem yang menyangkut peraturan atau kebijakan yang mendukung kearah pengembangan pariwisata berbasis potensi lokal sudah sangat jelas terencana, namun demikian pada level individual dan level organisasi dapat dikatakan belum maksimal, masih perlu upaya yang lebih kongkrit berkaitan ketersediaan sumber daya manusia dan keterbatasan sumber daya anggaran serta mewujudkan kemitraan dengan pihak-pihak stakeholder pariwisata. Kemudian belum efektifnya pengembangan kapasitas kelembagaan daerah disebabkan oleh faktor-faktor: a). Ketersediaan Sumber daya, baik sumber daya manusia maupun sumber daya anggaran dalam mendukung pelaksanaan pengembangan pariwisata berbasis potensi lokal sangat terbatas. b). Pelaksanaan koordinasi lintas sektor dinas serta lintas stakeholders pariwisata yang dilakukan Dinas Pariwisata belum terlaksana secara efektif. c). Komunikasi antar organisasi, SOP (Standar Operasional Prosedur), dan struktur kerja belum terlaksana secara efektif. d). Disposisi atau sikap para pelaksana berkaitan dengan pemahaman, kapabilitas, komitmen dan kualitas kepemimpinan di dalam keterlaksanaan pengembangan berbasis potensi lokal belum optimal. e). Daya dukung lingkungan sosial, ekonomi dan politik melalui DPRD dan dukungan SKPD lain belum optimal.
Strategi yang efektif dalam mewujudkan pariwisata berbasis potensi lokal di Kabupaten Ciamis adalah menggunakan strategi pengembangan kapasitas kelembagaan daerah dengan penguatan-penguatan aspek yang akhirnya tertuju pada rekomendasi pembentukan Tim Pengembangan Pariwisata Daerah (TP2D) Kabupaten Ciamis untuk melakukan Collaborative Governance.
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